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Abstrak
 

Program strategis Pemerintah Republik Indonesia dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang mempunyai target pembangunan delapan belas (18)

bendungan multi guna (multipurpose dam). Bendungan Pasir Kopo merupakan termasuk target

pembangunan RPJMN dan diharapkan memberikan manfaat suplai air irigasi, pengendalian risiko banjir dan

kebutuhan air baku RKI area Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di Provinsi

Banten. Di sisi lain, pembangunan bendungan besar membutuhkan biaya yang besar. Keterbatasan anggaran

untuk pendanaan atau funding gap pada APBN, memerlukan alternatif skema pembiayaan untuk

Pembangunan Bendungan Pasir Kopo. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan

alternatif skema pembiayaan untuk pembangunan bendungan. Analisis manfaat ekonomi diperlukan untuk

perhitungan biaya dan manfaat ekonomi proyek dan sebagai salah satu penilaian pada kemampuan investasi.

Selain itu, indentifikasi dan tingkat risiko merupakan hal lain yang sangat penting dalam KPBU untuk dapat

mengetahui lebih lanjut mengenai alokasi risiko serta mitigasinya. Proyek Bendungan Pasir Kopo dapat

dilaksanakan karena layak secara ekonomi dan akan memberikan peningkatan manfaat ekonomi bagi

masyarakat dan pemerintah serta memungkinkan untuk dilakukan dengan skema kerja sama melalui

investasi. Terdapat 7 (tujuh) faktor risiko proyek yang mempunyai berpengaruh tinggi terhadap kerja sama

dengan skenario alokasi yang berbeda. Dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, penilaian investasi

dan tingkat risiko, skenario kerja sama pada KPBU Proyek Bendungan Pasir Kopo memerlukan

pembentukan Badan Usaha Pelaksana yang akan memelakukan perjanjian KPBU dengan PJPK

(Kementerian PUPR) dengan struktur DBFOMT (Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer).

......The strategic program of the Government of the Republic of Indonesia is stated in the National Medium-

Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024 which has a target of constructing eighteen (18) multi-

purpose dams. The Pasir Kopo Dam is included in the RPJMN development target and is expected to

provide benefits for irrigation water supply, flood risk control and RKI raw water needs in the Lebak

Regency, Serang Regency and Tangerang Regency in Banten Province. On the other hand, the construction

of large dams requires large costs. Limited budget for funding or a funding gap in the APBN, requires an

alternative financing scheme for the construction of the Pasir Kopo Dam. Government and Business Entity

Cooperation (PPP) is an alternative financing scheme for dam construction. Economic benefit analysis is

needed for the calculation of the project's economic costs and benefits and as an assessment of investment

capability. In addition, the identification and level of risk is another very important thing in a PPP to be able

to find out more about risk allocation and mitigation. The Pasir Kopo Dam project can be implemented

because it is economically feasible and will provide increased economic benefits for the community and the

government and allows it to be carried out with a cooperation scheme through investment. There are 7

(seven) project risk factors that have a high impact on cooperation with different allocation scenarios.

Taking into account the economic benefits, investment assessment and risk level, the scenario of
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cooperation in the Pasir Kopo Dam Project PPP requires the formation of an Implementing Business Entity

that will enter into a PPP agreement with the PJPK (Ministry of PUPR) with a DBFOMT (Design-Build-

Finance-Operate-Maintenance- Transfer).


